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FENGARUH SISTEM POLITIK DAN TIPE HUKUM

TERHADAP POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Hj. Jauhariab, SH, MM, M1’

Abstrak
Sistem politik dan tipe hukum akan sangat berpengaruh terhadap politik hiukum perundang-
undangan. Semakin demokratis sistem politik yang dianut, maks skan semakin respousif tipe
hukum dian politik hukum perundang-undangannya. Sehingga dopm dibarapkan produk perundang-
undangan yang dibasilkan bennr-benar merupakan kristalisosi pemikiran sustn bangsa untulk
mengatasi masglall bulumnyn dimasa kini dan implementasinys yang bennr dan konsisten untuk
mencapai kendisi hukum yang ideal dimasa yang akan datang.

Kata Kunel: Stsremm Polinik; Tipe Hukwm; Polinik Fam

Absiract
Political system und the type of law will grearly affect the laws i politics. The more demoeratic
political system adopred, it will be more responsive to the sype of law and the legislation political
law. 8o it can be expected product resulting legislation is really a crystallization of thasght of a
nafien fo address the legal bsues m the present and correct and consistent implementation fo

achiove the ideal stare law in the fiiure,

Keywords: Polliical Svstem; Tipe of Law: peditical Law

A. Pendahuluan

Penyusunan peraturan perundang-unda-
ngan selain memerlukan lowr belakang ke-
pentingan  keberadaannya, juga memerlukan
landasan philosophis yang jelss, vang mem-
berikan acuan vang berpijak kearah mana yang
hendak dituju dar eksistensi perundangan
tersebut. Dengan demikian, terekam jelas dari
peraturan perundangon  tersebut  kristulisas
pemikiran suatu bangsa sesuai dengan zaman-
nya, tentang bagnimana bangsa terehut me-
ngatasi masalah yang sedang dihadapinye
Baik masalah hukom masa kini (fuy constin.
fum) masalah operasi hulum (ius operarum)
dan masaluh hukum yang dicitakan dimesa de-
pan (ius consiituendum).

Kristalisasl pemikiran susmu bangsa en-
tuk mengatasi masalah hukumnys dimasa kini
dan implementasinya yang benar dan kon-
sisten untuk mencapai kondisi hbukum dimasss
depan itulah yang dapat disebut sehagai politik
hukum bangsa tersebut. Politik hukum bor-
tugas meneliti perubshan moana yang perly
diadakan terhadap perubahan hukum yang ada,
supaya memenuhi kebutuban-kebhutuhan bam
di dalam kehidupan bermasyarakat, mewujud-
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kannya dalam produk huksm dan mengim-
plementasikan secarn konsisien untuk mencs-
pai kondist hukum vang dicitakan.

Dalam kaitan itu, Andi Homzah menga-
takan bahwa dalam pengertian formal politik
bakumn hanya mencakup satu tahap saja yaitu
menvangkan  kebijakan  pemeriotmh  dalam
bentuk produk bukum ame dischut Legislative
drafting, sedungkan dalum pengertian materiil,

politik bukum mencakup La.-g.‘.ﬁ‘n-m'c crafiig,
Legal excuting, dan lepal review.

B. Permasalahan

Pokok pernmsalahan yang akan dibehas
dalam wilisan iné adalah: Bagaimana penganih
sistern politik dan tipe hukum terhadap polink
hukum perundong-undangan’

C. Pembahasan

Adanya Undang-Undang  merupakan
kebutuhan hajal manusia, kerena dengan ada-
nya Undang Undang masyarakat dapat dianur,
kezaliman dapat dicegah, hak-hak manusiz
dapat dijamin, keadilan dapat terlaksana dan
dengan lmdnng{ Undang inilah suatu bangsn
dopat diarahkan®. Scbagai asas bedakunya du
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lam arti materinl Undang-Undang memp-hu
sarana semaksimal mungkin dapat mencapai
kescjahieran spiritual m material bagi ma-
syaraknt maupun individu.*

Suary  perundang- tmdlu;m menghasil-
kan peraturan vang memiliki ciri-ciri sebagai
bui.lm

bersifat umum dan komprehensif
1 bersifat universal. la diciptakan untuk
menghadapi peristiwa-peristiwa  yang
skan datang yang belum jelas bentuk
konkretnya, Oleh karena it 1a tidak
dapat dirumuskan untuk mengatasi
peristiwa-penstiwa tertentu saja
3. ia memiliki kekuatan untuk mmwukm

mencantumkan klausu! vang memuat
lmmmgiimm dilakukannya peninjavan
kembali.”

Undang-Undang baru ada apabila telah
dibentk oleh lembaga yang berwenang. Pe-
lnksanasunya telah dilimpahkan kepada hadan
yang telah diben wewepang Cam pemben-
tukan Undang-Undang dan badan mana yang
dibern wewenang tergantung kepada sistem
pemerintahan yang dianut oleh negam yang
bersanghkutan, baik sistem pemenintahan Par-
lementer maupun sistem Presidentil, usulan
Undang-Undang sening datang dan pihak pe-
merintah dan diajukan ke Dewan Perwakilan
Rikyat untuk “digodok™ perumusannya. Ber-
kaitan dengan Pemuomusan undang-undang,
John Austin, seorang positivis yang utama,

bahwa satu-satunya sumber
hukum adalah kekusssan yang tertinggi dalam
suatu negara Sumber-sumber yang lain dise-
butnya sebagai sumber vang lebih rendah (xub-
ordinate sources). Kaliu kita ikuti penjelasan-
nya mengenai sumber vang Ichibh rendah ini,
dapat ditarik kesimpulan, babwa ia sama sckali
tidak menganggapnya sebagai sumber” Hans
Kelsen mengemukakan konsepsinva mengenai
Grundnorm, suatu dalil akbar dan wk dapat di-
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tindakan, yang menjadi tjuan dari semua jalan
itu. Dengan demikian, maka dalil akbar yang
discbut sebagai grundnorm it kecuali ber-
fungsi sebagai dasar, juga schagai tujuan yang
harus diperhatikan oleh setiap hukum atau
peraturan yang ada. Semua hukum yang bera-
da dalam kawasan rejim Grundnorm tersebut
harus bisa mengait kepadanya, oleh karena itu
ia bisa juga dilihat sehagai induk yang mela-
hirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu
tatanan sistem tertentu. Grundnorm ini tdak
perlu sama untuk setiap tata hukum, tetapi in
nkan selalu ada disitu, apakah dalam bentuk
mdhm:hhwhp:mmpmm yang
tidak dituliskan.” Kelebihan dari hukum per-
undang-undangan odalah dalam segi kepas-
tiannya. Kepastian ini dijamin oleh adanya
pembuatan hukum yang dilakukan secara
sistematis oleh badan-badan yang khusus un-
tuk itu dan tebmik-tchnik perumusannya yang
terpelihara dan terkembangkan secara baik,

Dalam hubungan dengan diskusi tentang
peranan hukum sebagai sarana kebijaksanaan
negara dalam mengolah jalan kehidupan ma-
syarakat, Prof. A.AA.G. Peters melihat adanys
berbagai gejala yang satu sama lain saling ber-
kaitan, yait : keabsahan hukum yang cende-
rung govah, cfekrifitas hukum yang melemah,
dan bobot hukum yang merosol.

Masalah keabsahan hukum muncul da-
lam dua relasi :

(1) dalam hubungannya dengan pemern-
tah dan pendukungnya di mana peme-
rintah harus menampilkan citra tertentu
dalam bentuk perundang-undangan dan
ketetapan-ketetapan yang merumuskan
kebijuksanzon untuk memikmst kelom-
pok-kelompok pendukung tersebut;

(2) yang menyangkut tantangan lerhadap
perundang-undangan terscbut di atas
oleh kdumpo&hlompoi lawan politik
dan organisasi-organisasi masyarakat
yang dapat menjadi korban hukum it
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Untuk menghadapi ini, tegadi konsesi-
konsesi terhadap radikalisasi undang-
undang dan cara-cara pengendalian sa-
rana untuk mencepal sasaran kebijaksa-
naan,

Bertolak dan teori sosial tentang hukum,
Philippe Nonet dan Philip Selznich membeda-
kan tiga tipe hukum, vaitu hukum represif
(vang bertujuan untuk memelihara status qua),
hukum otonom (yang bertujuan untuk mem-
batasi kesewenang-wenangan tanpa memper-
soalkan tatanan sosial dan yang secara legalis-
tis kaku), serta hukum responsif yang bersifat
terbuka terhadap perubahan masyarakat dan
mengabdi pada usaha-usaha Lmtul: mencapai
keadilan dan emansipasi sosial.*

Peters mengajukan gagassn apabila hu-
kum mempunyai makna normatif, maka harus
pula bemilai praktis, aninya barus dikembang-
kan konsepsi hukum scbagai upaya puhtik
yang akan menjadi dasar hukum responsif.”

1. Hukum yang diprogramkan

Hukum pidana dan perdata “normal”
pada prinsipnya mencgaskan pola-pola pe-
mikirn dan konstellasi kepentingan vang
menguasai kehidupan masyarakar, sedang-
kan hukum vang digrahkan pada perubahan
schaliknya akan membentur pada sikap dan
konstellasi kepentingan itu.

Contoh hukum regulatif adalah Uip-
dang-Undang Keamanan Kerja, perlindu-
ngan Lingkungan Hidup, ami frusr dan
juga hukum yang menyangkut pengaburan
ckonomi yang efektivitasnva lergantung
dari birokrasi pelaksana dengan kemam-
puan yang memadai,

Contoh hukum yang melahirkan hak-
hak baru adalah perundang-undangan vang
meningkatkan demokratisasi dalam kehi-
dupan industri yang pelaksansannya di-
tentukan oleh uvsaha terus-menerus para
subjek hukum.

Dikatakan bahwa kunci utama pem-
bentukan hukum yang mengarab pada pe-
rubahan sosial terietak pada implementasi
hukum itu. Di sini, perlu dibedakan antara
tujuan perundang-undangan yang menga-
rah pada perombakan masyarakat dengan

Hj. Jankariah

efekuvias hukum yang diprogramkan,
Hambatan pelaksanaan hukum yang

diprogramkan, antara lain

(1) pengaruh undang-undang itu sendiri
yang melewatkan peluang bagi hasil-
hasil radikal;

(2) tindakan defensif yang membatasi
dampak penundang-undangan,

(3) masalzh partisipasi dalam pelaksanaan
undiag-undang;

{4) pemanfastan unsur-unsur yang sama;

(§) pemakaian prosedur untuk menghin-
darkan pencrapan;

{6) membawa hubungan sosial dan politik
untuk memperoleh keuntungan;

(7) adanya pe:ls;amh moral untuk menga-
bmi:nnm'u.

. Pengarahan pada Konteks

Peloksanaan  perundang-undangan
dalam konicks wewenang vang hirarkis,
memungkinkan adanya keuntungan buagi
mereks yang mempunyai kedudukan sosial
lebih tinggi.

Oleh karena itu, agar suatu perun-
dang-undangan efektif, diperlukan rumu-
san jelas vang menetralisasi berbagai rin-
tangan, mckanisme paksaan dan kerugian
moral akibat konteks wewenang yang oto-
riter.

. Pengarahan Sarana pada Kelompok sasn-

ran

Penegasan dan pemjabaran  hak-hak
secara rincl tanpa pasal-pasal pengecualian
vang akan mengaburkan, dalam hubungan
ini kelompok sasaran, perlu mempunyai
perunan prosedural yang memungkinkan
mereks mampu mengklaim  hak-haknya.
Syarat lain adalah proses peradilan yang
mudah,

. Pengenoan Sanksi Resmi

Untuk menghindari penolakan ke-
kuasaun kehakiman konservatif atau perls-

wanan politik pasif diperlukan atau “ulti-
mum remedium™ berupa sanksi.

* Philippe Nonet dan Philip Schanick, Hukum Resporsif, Nusamedia, Bandung, 2008, him. 21
S AAG Peters, Fhuknm olgn Perkembomngan Sosiof, Pustnkn Sinar Harapar, Jakarta 1990, hlm. 50

" Philippe Nonet dan Philip Schanck, ap. Cit.,, him. 23
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5. Perenggutan Hak
Di sini diperlukan keterlibatan ke-
lompok sasaran untuk memperjuangkan
perwujudan hak-hak yang telah diskui oleh

huhm.:nlnln}rammimbﬂhawm

Perenggutan hak ini mencakup :
a) penuntutan hak
b) merenggut hak vang telah diakui hu-
kum

¢) melembagakan bentuk-bentuk peman-
faatan hak

dj mmpuimmmumumrbmg-
kauan luas.'

Perhatian yang meningkat pada beker-
janya pranata hukum, kckuatan yang mem-
pengaruhinya dan potensialitasnys timbul
terutama karena terdapanya kenyataan bahwa
pembentukan dan pelaksanaan hukum nampak
kian diceraikan dan realitas sosial serta gaga-
san keadilan it sendiri,

Adanya kritik terhadap kemampusn hu-
kum untuk mencapai keadilan substantif serta
mmgmummhhfmukudﬂnmmf-

telah melahirkan kebutuhan (pada satu fihak)
pendekatan  ilmu-ilmu sosial yang mampu
menjelaskan kontcks sosial hukum sera di-
mensi-dimensi tta hukum, dan (pada fihak
lain) kebutuhan akan suatu kerangka bagi
alternatif penataan hukum.

Dalam hubungan itu, Philippe Nonet dan
Philip Selznick mengetengahkan sustu teori
mengenat 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam
masyarakat yakni ;

. Hukum Represif, yakni hukum yang
merupakan alat kekuasaan represif,

2. Hukum Chonom, yartu hukum schaga:
suaty pranata yang mampu menjinak-
kan represi dan melindungi integri-
tasnya sendin, dan

3. Hukum Responsif, ysiw hukum yang
merupakan sarana respons ales kebu-
tuhan dan aspirasi masyarakat. -

Pada hukum Represif, tujuan hukum
adalah ketertiban dan dasar kesbsahannva ada-
lah pengamanan masyarakst Peératurannya
bersifat rinci namun kurang mengikat pembuat
anuran, seringkali terjadi diskres:.

i Im
“M.

Sifat memaksa nampak meluas dan ha-
nya secara lemah dibatasi, serentara itu yang
dikembangkan adalah “moralitas kckangan™,
Hukum tunduk pada politik kekuassan serta
harapan atas ketaatan bersifut tanpa syarat dan
ketidakisatan dianggap penyimpangan. Kriti-
sisme dipandang sebagai ketidaksetiaan,

Dalam keadasn hukum otonom, tujuan
hukum adalah |egitimasi yang didesarkan pada
kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat
baik penguasa moupun yang dikuasai dan
diskresi dibatasi oleh hukum, Paksaan diken-
dalikan oleh kekangan hukum dan moralitas-
nya adalah moralitas institusional. Hukum
“merdeka” dari politik.

Hurapan-harspan ketaatan tidak terlam-
peu ketat dan dibenarkan oleh hukum, mi-
salnya dalam kerangka pengujian atumn. Par-
tisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur
yang mapan.

Pada hukum responsii keabsahan hukum
didasarkan pada keadilan substantif dan atu-
ran-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksa-
naan. Diskresi dilaksanskan dalam rangka
mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam
bentuk alternatif positif seperti insentif atau
sistem-sistem  kewajiban mandiri, Moralitas
vang nampak adalah “moralitas kerja sama”,
sementary aspirasi hukum dan politik berada
dalam keadaun terpadu. Ketidaktaotan dinilai
dalam ukuran kerugian substantif dan dipan-
dang sebagai wmbuhnya masalah legitimasi,
Kesempatan untuk berpartisipas: diperiuas me-
Inlui intcgrasi bantuan hukum dan bantuan
sosial,

Sunggubhpun konsepsi abstrak di atas
mungkin dalam masyarakat tertentu mengan-
dung ciri-citl campuran, namun dopat dipasti-
kan bahwa postur dasar suatu tata hukum akan
lebih memperhihatkan kecenderungan yang mi-
rip dengan salah sam npe hukum represif, oto-
nom atau responsif.

Keadaan hukum demikian tidak terlepas
dari tipe-tipe organisasi formal, yakni pra-
birokratis, birokratis dan pasca-birokratis.

Schagai contoh, pada organisasi formal
pra-birokratis nampak terdapatnya ketidakter-
pisahan antara kepentingan pribadi dan tang-
gung jawab kemasyarakatan, juga pengambi-
lan keputusan lebih didasarkan pada tindakan



Pengarak Sitem Puliith Zan Tipe Hadum .

tanpe pengendalian dan penguasa. Pada orga-
nisasi formal birokratis tujusn dinyatakan sc-
cara jelas dan terdapat lingkungan kompetensi
yang secara hirarkis terbagi-bagi, proses peng-
ambilan keputusan bersifat rutin dan sistema-
tis. Sedangkan dalam tipe organisasi formal
pasca birokratis terlihat adanya onientasi pada
tujuan secara luwes dan panisipasi dalam pe-
agambilan keputusan.

Lebih jauh, Nonet dan Selznick membe-
rikan uraian yang lebih rinci mengenai ketigs
tipe hukum tersebut di atas.

Hukum Represil

Gagasan hukum represif mengandaikan
bahwa setiap tata hukum merupakan keadilan
vang beku dan mempunyai potensi represif
oleh karena terikal pada status quo dan dengan
menyelimuti otoritas, hukum membuat kekus-
saan lebih efekul

Dalam hubungannya dengan kekuasaan,
bentuk sistematik hukum represif mempunyai
ciri berikut :

(1) Pranata hukum secara langsung dise-
diakan bagi kekuasaan politik; hukum
diidentifikasikan dengan negara dan
tunduk pada kepentingan negara,

(2) Kelestarian  kekuassan  adalah  tugns
dari penegakan hukum;

(3) Alat-alst pengendalian khusus scpeni
Polisi menjadi pusat kekuusaan yang
bebas;

(4) Pelembagaan keadilan kelas.

Peloksansan hukum represif memperli-
hatkan kecenderungan perspektif resmi (Offi-
clal Perspective) dalam pengertian dengan
dibenarkan oleh kedaulatan hak-hak istimewa
mengawetkan diskresi serta keteraturan admi-
nistratif yang kaku.

Terjadi pula suatu keadaan kelas dengan
mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola
subordinasi sosial dan dalam kaitan ini hukum
pidana nampak dominan.

Tata hukum yang odu menampilkan
gambaran :

a. Peradilan dan pencguk hukum schagai
alat pemerintah

b. Tujuen hukum adalah “memelihara
perdamaian setiap sani dengan biaya
apa pun untuk memuaskan keinginan
sosial atau keamanan umum”

¢. Hukum pidana merupakan pusat perha-

H). Jauharich

tian pencgakan hukum.

“Official Perspective” dalam bekerjanya
hukum represif timbul untuk mengkonsolida-
sikan kekuwisssn, mempertahankan “sistem”
dan menguwetkan sumber days administratif.
Penguase  mengidentifikasikan
mereka dengan kepentingan masyarakat dan
untuk it digunakan aparatur pemaksa yang
terisolasi dari pengaruh luar yang akan me-
ngurangl “monopoli kekerasan yang absah™,

Produk hulum maupun pelaksanasnnya
dirasakan represif oleh masyarakat oleh karena
hukum ;

1) Melembagaksn disprivilese dengan
menckankan pada kewajiban dan tang-
gung jawab, bukan pada hak-hak yang
dipunvai oleh golongan yang tidak
berkuasa,

2) Melembagakan ketergantungan, khu-
susnya golomgan miskin yang menjadi
sasaran bekerjanya lembaga-lembaga
atuy birokrasi tertentu manpun distig-
matisasi oleh klasifikasi-klasifikasi res-
mi.

3) Mengorganisasi pengamanan  sosial
atas “kelas-kelas berbahaya™ dengan
mengkriminalisasikan  perilaku-perila-
ku tertentu.

Represi adalah satu sisi dani keadilan ke-
las, sedangkan sisi yang lain adalah konsoli-
dasi privilesc.

Sumber lain hukum represif adalah tun-
futan atau penvesumian budaya (cwlmral con-
formin vang menimbulkan kecenderungan
menghukum atss nama moral dan nilai-nilai
budaya.

Dengan begity perwujudsn hukum rep-
resif menampilkan dua gambaran pokok :

a) Keterpaduan vang erat antara hukum
dengen politik dalam bentuk subordi-
nasi langsung pranata-pranata hukum
pada elit yang memerintah dengan
menjadi  semacam “instrumentalisme
primutif” yang sisp mengkonsolidasi-
kan kekussaun, menjamin privilese dan
memenangkan konformitas,

b) Mermjatelanya diskresi baik sebagai ha-
sil maupun sebagai cara menjamin be-
kerjanya peranan hukum sebagai alat di
atas,
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Hukum Otonom

Dengan timbulnya hukum otonom, maka
tata hukum menjadi sumber dava untuk men-
jinakkan represi dan berorientasi pada the
“Rule of Law”,

Ciri=ciri hukum otonom antara lain se-
bagai berikut ;

1) Hukum dipisahkan dari politik dengan
pemisahan fungsi

2} Tata Hukum mendukung “model atu-
ran-aturan™

3) Prosedur adalah pusat hukum

4) Kepatuhan pada hukum dipahami seba-
gai ketastan yang ketat pada hukum
posiuf.

Sumber transisi bukum represif ke hu-
kum otonom adalah kepentingan pemerintah
untuk memperoleh legitimasi. Fungsi legiti-
masi adalah melindungi penguasa dari tuntutan
saingannya serta kritik-kntik potensial. Jadi
legitimasi harus dilihat pada isi dan akibatnya.

Strategi pokok legitimas: adalzh pmu-
han hukum dan politik vang mempunyai dua
aspek : Pertama, politik tunduk pada hukum,
olech karena hukum melembagakan prinsip
pembatasan penggunaan kekuasasn, Kedun,
peradilan menekankan fungsi nonpolitis.

Ciri yong berpusat pada aturan (yakni
norma yang mencntukan ruang lingkup dan
penerapan hukum) didasari olch

1) Aturan adalah sumberdaya yang kumt
bagi untuk mengabsahkan kekuasaan.

2) Diskresi dipersempit

3) Menyebarluaskannys aturan mengun-
dang kompleksitas dan masalah kon-
sistensi yang memeriukan kemampuan
profesional.

4) Orientasi pads aturan cenderung mem-
batasi tanggung jowab sistem hukum.

5) Walsupun menjinakkan represi, hukum
otonom tetap mempunyai gagasan bah-
wa hukum adalah alat pengendalian
sosial.

Hukum Responsi{

Beberapa cin hukum responsif yang ber-
tujuan agar bukum lebih tanggap terhadap
kebutuhan terhuka pada pengaruh vang lebih
efektfl dalam menungani masalsh sosial, anta-
ro lain adalah : pertama, dinamika perkemba-
ngan hukum meningkatkan otoritas wjnan;
Kedun, mengendalikan tuntutan pada ketaatan
serts mengurangi kekoakuan hukum: ketiga,
bantuan hukum menampilkan susm dimensi
politik; keempat, terdapamya perencanaan
pranata hukum secars lebib kompeten.

Dalam rangka pengutamaan tujuan, yang
penting adalah hasil-hasil substantif serta tang-
gung jawab kelembagaan yang efekuf.

Hukum respousifl mencoba mengatasi
prochialisme (kepicikan) dalam moralitas ma-
syarakat sefta mendorong pendekatan vang
berorientasi pada masaldh yang sccara sosial
tenintegrasi,

Pada keadsan terdapamya hukum res-
ponsif, kesempaian untuk berpartisipasi dalam
pembentukan  hukum lebih terbuka. Dalam
pengentian ini, arena hukum menjadi semacam
forum politik, dan parrisipasi hukum mengan-
dung dimensi politik. Dengan perkataan lain,
aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok
atau organisasi untuk berperan serta dalam
menentukan kebijuksanaan umum,

D. Penutup

Dari urainn dintas dapat ditarik kesimpu-
lan bahwa sistcrn politik dan tipe hukum akan
sangat berpengaruh terhadap politik hukum
perundang-undangan. Semakin demokratis sis-
tem politik yang dianut, maka akan semakin
responsif tipe hukum dan politik hukum per-
undang-undangannya. Schingga dapat diharap-
kan produk perundang-undangan yang dihasil-
kan benar-benar merupakan kristalisasi pemi-
kiran suatu bangss untuk mengatasi masalah
hukumnya dimasa kini dan implementasinva
yang benar dan komsisten untuk mencapai
kondisi hukum yang ideal dimasa yang akan
datang,
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